
Pembangunan berkelanjutan telah menjadi 

paradigma utama bagi perencanaan regional 

dunia yang mengintegrasikan dimensi 

ekonomi, sosial, dan ekologi dalam satu 

kerangka strategis. Dalam paradigma ini, 

ekowisata diakui memiliki potensi ganda 

yang unik untuk menggerakkan ekonomi 

lokal sekaligus mendorong konservasi serta 

menjadi instrumen pendidikan lingkungan 

yang dapat mengubah perilaku masyarakat 

(Gössling & Ring, 2020; Stronza et al., 

2019). Secara spesifik, ekosistem mangrove 

memiliki peran krusial sebagai penyerap 

karbon biru dan pelindung pesisir, sehingga 

konservasinya menjadi prioritas global yang 

mendesak di tengah ancaman perubahan 

iklim dan eksploitasi antropogenik (Friess et 

al., 2020; Goldberg et al., 2020). 

 Namun, kawasan pesisir seringkali 

menjadi zona konflik antara pembangunan 

industri dan konservasi, terutama di 

banyak negara berkembang (Berrone et al., 

2023). Tekanan ganda ini menghasilkan 

eksternalitas negatif berupa pencemaran 

dan alih fungsi lahan yang secara langsung 

mengancam keberlanjutan ekowisata 

(Rodrigues et al., 2019). Dalam konteks 

ini, kebijakan pembangunan daerah sering 

terjebak dalam trade-off strategis antara 

pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan 

keberlanjutan ekologis jangka panjang. 

Kota Dumai, Provinsi Riau, 

merupakan representasi nyata dari dilema 

strategis ini sebagai pintu gerbang ekspor 

strategis yang menghadap Selat Malaka. 

Pelabuhan Dumai merupakan salah satu 

yang terbesar di Sumatera dengan 
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dominasi sektor industri CPO dan minyak 

yang menyumbang hingga 67,8% terhadap 

PDRB lokal (BPS Kota Dumai, 2023; Irwan 

& Adnan, 2021). Identitas Dumai sebagai 

kota industri dan pelabuhan telah melekat 

kuat selama lebih dari empat dekade dalam 

narasi pembangunan daerahnya. 

Di tengah dominasi industri tersebut, 

terdapat Ekowisata Bandar Bakau sebagai 

benteng terakhir ekosistem mangrove yang 

berfungsi melindungi ribuan hektar 

pemukiman pesisir dari abrasi (Data 

POKDARWIS Bandar Bakau, 2022; Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Dumai, 2022). 

Namun, lokasinya yang sangat dekat dengan 

Terminal CPO dan Kilang Minyak 

menjadikannya sangat rentan terhadap 

degradasi lingkungan (Hamzah et al., 2018; 

Tisdell & Wilson, 2020). Kedekatan ini 

memicu dilema kompleks antara pelestarian 

ekologi dan kebutuhan industri yang dapat 

merusak daya tarik wisata serta memicu 

konflik antar pemangku kepentingan. 

Strategi manajemen konvensional 

yang bersifat top-down terbukti tidak efektif 

dalam mengatasi konflik sumber daya yang 

melibatkan banyak aktor (Rineliana et al., 

2025). Mayoritas kegagalan proyek 

konservasi mangrove justru disebabkan oleh 

faktor tata kelola dan ketiadaan koordinasi 

(Gurney et al., 2021). Oleh karena itu, 

Manajemen Strategis (MS) diperlukan 

sebagai kerangka kerja sistematis yang 

adaptif dan inklusif untuk mencari titik temu 

antara ancaman industri dan peluang 

ekowisata berkelanjutan (Bryson, 2018; 

Berrone et al., 2023). 

Tata Kelola Kolaboratif (TKK) 

muncul sebagai strategi implementasi kunci 

melalui proses pengambilan keputusan 

kolektif yang berorientasi konsensus antara 

pemerintah dan non-pemerintah (Ansell & 

Gash, 2008; Emerson et al., 2012). TKK 

berfungsi sebagai wadah untuk 

menginternalisasi eksternalitas negatif dan 

membangun modal sosial melalui 

pembangunan kepercayaan, komitmen, dan 

pemahaman bersama (Plummer et al., 2012; 

Agranoff & MTKKuire, 2003). Studi 

menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan 

antar-pemangku kepentingan merupakan 

prediktor terkuat keberhasilan konservasi 

(Partelow et al., 2018). 

Secara teoretis, Dampak Negatif 

Industri (DNI) memengaruhi Efektivitas 

Strategi Konservasi (ESK) baik secara 

langsung melalui kerusakan fisik maupun 

tidak langsung melalui pelemahan TKK 

(Rodrigues et al., 2019; Scott & Thomas, 

2017). Terdapat kesenjangan signifikan 

dalam literatur di mana studi lingkungan 

cenderung fokus pada parameter biofisik 

(Jennerjahn et al., 2013), sementara studi 

manajemen hanya fokus pada faktor 

internal (Irwan & Adnan, 2021; 

Kusumastanto, 2008). Integrasi ketiga 

variabel (DNI → TKK → ESK) dalam satu 

model kausal masih sangat jarang diuji 

(Gurney et al., 2021; Berrone et al., 2023). 

Penelitian ini bertujuan menguji 

mekanisme mediasi penuh oleh TKK untuk 

membuktikan bahwa ancaman terbesar 

bagi keberlanjutan konservasi adalah 

pelemahan tata kelola. Menggunakan 

metode campuran sekuensial eksplanatori, 

penelitian ini menawarkan novelty dengan 

menjelaskan bagaimana DNI merusak 

wadah strategis kolaborasi. Kontribusi 

teoretisnya memperkaya literatur 

manajemen strategis pada kawasan dengan 

tekanan tinggi, sementara kontribusi 

praktisnya memberikan panduan mitigasi 

risiko yang berfokus pada penguatan 

kelembagaan dan pembangunan kembali 

kepercayaan publik. 

 

 

METODE 

 Survei dilakukan terhadap total 

N=100 responden yang merupakan pihak-

pihak yang terlibat langsung atau merasakan 

dampak dari dinamika konservasi dan 

industri. Kombinasi Pengambilan Sampel 

Bertujuan (Purposive Sampling) dan 

Pengambilan Sampel Kebetulan (Accidental 

Sampling). 

Responden dipilih secara sengaja 

untuk memastikan representasi perspektif 

dari aktor konflik utama, yaitu: (1) Anggota 

Komunitas Konservasi/POKDARWIS, (2) 
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Perwakilan Manajemen Industri/CSR, dan (3) 

Masyarakat Lokal/Pengunjung Ekowisata 

Reguler. Justifikasi ini penting untuk 

mengukur secara akurat variabel Tata kelola 

kolaboratif (TKK) dan Dampak Negatif 

Industri (DNI) di tengah konflik kepentingan. 

Instrumen kuesioner menggunakan Skala 

Likert 5 poin. Variabel yang diukur,  Dampak 

Negatif Industri (DNI), Kualitas Tata Kelola 

Kolaboratif (TKK), dan Efektivitas Strategi 

Konservasi (ESK). Instrumen telah diuji 

Validitas dan Reliabilitas. Seluruh variabel 

menunjukkan nilai Koefisien Cronbach's 

Alpha > 0.70, menunjukkan konsistensi 

internal yang tinggi dan kesesuaian data untuk 

analisis inferensial. 

Analisis inferensial dilakukan dengan 

Regresi Linear Berganda untuk Hipotesis 

Pengaruh Langsung (H1 dan H2). Analisis ini 

menguji seberapa besar pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Terdapat satu model regresi untuk menguji 

pengaruh simultan Dampak Negatif Industri 

(DNI) dan Kualitas Tata Kelola Kolaboratif 

(TKK) terhadap Efektivitas Strategi 

Konservasi (ESK). 

ESK = 0  + 1 DNI + 0 TKK + e 

Persamaan ini bertujuan untuk 

menentukan arah, besaran, dan signifikansi 

pengaruh langsung DNI dan TKK secara 

terpisah terhadap ESK. 

Wawancara mendalam semi-

terstruktur dilakukan terhadap n=10 informan 

kunci, termasuk perwakilan dari Dinas 

Pariwisata, POKDARWIS, dan Manajer CSR 

perusahaan industri besar.  Data kualitatif 

digunakan untuk memperdalam dan 

menjelaskan mekanisme Mediasi Penuh yang 

ditemukan dalam kuantitatif, khususnya 

mengenai isu pembangunan kepercayaan dan 

dinamika konflik antar pemangku 

kepentingan. 

 

HASIL  

Hasil Analisis Deskriptif 

  Hasil survei terhadap 100 responden 

menunjukkan bahwa persepsi terhadap 

Efektivitas Strategi Konservasi (ESK) di 

Ekowisata Bandar Bakau berada pada 

kategori Cukup Efektif dengan skor rata-rata 

3.55 (skala Likert 1-5). Temuan ini 

mengindikasikan bahwa meskipun upaya 

konservasi telah dijalankan, pencapaian 

masih jauh dari potensi optimal. Temuan 

deskriptif kritis yang menjadi landasan 

analisis inferensial adalah: pertama, 

indikator Pencemaran Lingkungan (DNI) 

memperoleh skor tertinggi (x=4.10), 

membenarkan ancaman eksternalitas 

industri yang nyata terhadap kawasan 

konservasi. Kedua, indikator Ketersediaan 

Regulasi Lokal dalam dimensi TKK 

menunjukkan skor terendah (x=2.90), 

mengekspos kelemahan fundamental dalam 

aspek formalitas dan penegakan mekanisme 

kolaborasi. Pola deskriptif ini konsisten 

dengan temuan Mursyid et al. (2021) di 

kawasan mangrove Indonesia yang 

mengidentifikasi kelemahan tata kelola 

sebagai hambatan utama implementasi 

kebijakan konservasi, di mana fragmentasi 

regulasi dan ketiadaan mekanisme 

penegakan yang mengikat menjadi 

penyebab dominan kegagalan program. 

 

Hasil Analisis Inferensial 

  Analisis Regresi Linear Berganda 

menghasilkan Koefisien Determinasi (R²) 

sebesar 0.683, mengindikasikan bahwa 

Dampak Negatif Industri (DNI) dan Kualitas 

Tata Kelola Kolaboratif (TKK) secara 

simultan menjelaskan 68.3% variasi dalam 

Efektivitas Strategi Konservasi (ESK). Nilai 

R² yang substansial ini menunjukkan 

kekuatan prediktif model yang tinggi, 

melampaui temuan penelitian serupa. Hasil 

uji parsial menunjukkan: H1 diterima - TKK 

berpengaruh positif signifikan terhadap ESK 

(β=0.567, p<0.001); dan H2 diterima - DNI 

berpengaruh negatif signifikan terhadap 

ESK (β=-0.321, p=0.005). Koefisien TKK 

yang lebih besar mengkonfirmasi bahwa 

kualitas mekanisme tata kelola memiliki 

pengaruh lebih dominan dibandingkan 

ancaman fisik industri dalam menentukan 

keberhasilan konservasi. Temuan ini sejalan 

dengan meta-analisis Gurney et al. (2021) 

yang mengevaluasi 166 proyek konservasi 

mangrove di Asia Tenggara dan menemukan 

bahwa 58% kegagalan disebabkan oleh 
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faktor tata kelola (bukan biofisik atau 

finansial), dengan ketiadaan mekanisme 

koordinasi antar-aktor sebagai penyebab 

dominan. 

 

Hasil uji hipotesis sebagai berikut: 

Variabel 

Independen 

Koefisien 

Regresi 

(β) 

Signifikansi 

(Sig.) 

Ket. 

Kualitas 

TKK 

0.567 0.000 H1 

Diterima 

Dampak 

Negatif 

Industri 

(DNI) 

-0.321 0.005 H2 

Diterima 

Sumber: Hasil Analisis Data Survey, 2025 

 

PEMBAHASAN 

 Kualitas TKK merupakan prediktor 

terkuat (β=0.567) terhadap keberhasilan ESK 

memberikan validasi empiris kuat terhadap 

teori Tata kelola Kolaboratif yang 

dikembangkan oleh Ostrom (1990) dan 

diperluas oleh Ansell & Gash (2008). Besaran 

koefisien ini konsisten dengan studi Partelow 

et al. (2018) yang menemukan bahwa 

kepercayaan antar-pemangku kepentingan 

menjadi prediktor terkuat keberhasilan 

implementasi zonasi konservasi, melampaui 

pengaruh penegakan hulum atau insentif 

ekonomi. Namun, konteks Dumai 

menunjukkan koefisien yang sedikit lebih 

rendah, mengindikasikan bahwa dalam 

lingkungan konflik kepentingan tinggi antara 

industri dan konservasi, efektivitas TKK 

menghadapi tantangan struktural tambahan. 

Studi terbaru oleh McNaught (2024) tentang 

aplikasi TKK dalam pengembangan 

ketahanan iklim di tingkat lokal menegaskan 

bahwa dalam konteks dengan prioritas 

pembangunan yang saling bertentangan, 

mekanisme TKK harus didukung oleh meta-

tata kelola langsung yang mencakup 

manajemen proses, mediasi konflik, dan 

kepemimpinan fasilitatif untuk membangun 

kepercayaan dan mendorong deliberasi 

konstruktif (Estede, et al., 2025). 

Pengaruh negatif signifikan DNI 

terhadap ESK (β=-0.321, p=0.005) 

membenarkan hipotesis bahwa eksternalitas 

industri (pencemaran minyak, limbah, dan 

alih fungsi lahan) menjadi ancaman nyata 

bagi keberlanjutan konservasi. Temuan ini 

sejalan dengan penelitian Rodrigues et al. 

(2019) tentang dampak pencemaran di 

kawasan pelabuhan yang menunjukkan 

bahwa parameter kualitas air seperti BOD 

dan kandungan minyak menurunkan fungsi 

ekologis mangrove dan mengurangi daya 

tarik ekowisata. Studi oleh Ilman et al. 

(2016) tentang analisis historis degradasi 

mangrove Indonesia mengkonfirmasi bahwa 

industrialisasi pesisir tanpa mitigasi yang 

memadai menjadi pemandu dominan 

kehilangan habitat. Penelitian terbaru di 

konteks Indonesia menunjukkan bahwa 

meskipun pemerintah menargetkan 

rehabilitasi 600,000 hektar mangrove pada 

2024, konflik kebijakan pembangunan 

(seperti izin tambang di 48,400 hektar hutan 

mangrove dan reklamasi yang mencakup 

79,300 hektar) terus memperparah kondisi 

ekosistem (Mongabay, 2022). Temuan ini 

menegaskan bahwa ancaman DNI tidak 

hanya bersifat teknis-ekologis, tetapi juga 

mencerminkan konflik kepentingan politik-

ekonomi yang fundamental. 

Uji Mediasi Penuh menggunakan 

metode Bootstrap menunjukkan hasil 

krusial: jalur langsung DNI → ESK menjadi 

tidak signifikan (p=0.320) ketika variabel 

TKK dimasukkan dalam model, sementara 

jalur tidak langsung DNI → TKK → ESK 

signifikan (p=0.041). Temuan mediasi 

penuh ini menutup kesenjangan literatur 

yang diidentifikasi dalam pendahuluan, di 

mana studi lingkungan hanya berfokus pada 

jalur langsung DNI terhadap habitat fisik, 

sedangkan penelitian ini membuktikan 

bahwa ancaman terbesar adalah keretakan 

pada mekanisme tata kelola yang tidak 

terlihat. Kontribusi teoretis ini memperkaya 

literatur manajemen strategis dengan 

menunjukkan bahwa dalam kawasan dengan 

tekanan eksternal tinggi, kegagalan strategis 

terletak bukan pada formulasi strategi yang 

buruk, melainkan pada ketidakmampuan 

menjaga integritas wadah kolaborasi sebagai 

mekanisme implementasi. Temuan ini 

selaras dengan argumen Scott & Thomas 
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(2017) tentang ekologi rezim tata kelola 

kolaboratif, di mana posisi jaringan dan 

konektivitas menentukan apakah aktor dapat 

memperoleh manfaat dari kolaborasi atau 

justru menjadi losers dalam konflik 

kepentingan. 

Mekanisme mediasi penuh 

mengungkapkan bahwa DNI tidak merusak 

ESK secara langsung melalui kerusakan fisik, 

melainkan melalui perusakan proses 

kolaborasi, hilangnya kepercayaan, 

fragmentasi pemahaman bersama, dan 

penurunan komitmen terhadap proses. Studi 

terbaru oleh Ambrose (2025) tentang evaluasi 

konflik dalam tata kelola lingkungan 

kolaboratif menunjukkan bahwa konflik dapat 

bersifat konstruktif jika tidak menjadi kronis 

dan jika magnitude komunikasi konkordansi 

lebih besar daripada magnitude konflik. 

Namun, temuan kualitatif penelitian ini 

mengindikasikan bahwa di Bandar Bakau, 

konflik telah menjadi kronis akibat cacat 

sepihak oleh aktor industri yang memiliki 

kekuatan untuk menarik diri dari kesepakatan 

tanpa sanksi efektif. Hal ini konsisten dengan 

temuan Ulibarri (2024) dan Koebele & Crow 

(2023) bahwa dalam forum kolaboratif yang 

melibatkan isu-isu sensitif dengan divergensi 

kepercayaan yang kuat, konflik dapat 

memperkuat belief divergence dan 

melumpuhkan kemampuan forum untuk 

mencapai konsensus implementatif. Data 

kualitatif yang menunjukkan persepsi 

POKDARWIS bahwa perusahaan hanya 

terlibat dalam "CSR insidental tanpa 

komitmen jangka panjang" merupakan 

manifestasi dari kegagalan TKK dalam 

dimensi komitmen terhadap proses dan 

membangun kepercayaan. 

Integrasi temuan deskriptif dan 

inferensial mengungkapkan pola kritis: skor 

rendah pada indikator Ketersediaan Regulasi 

Lokal (x=2.90) memperparah dampak 

mediasi DNI terhadap TKK. Kelemahan pada 

aspek pelaksanaan formal ini membuat 

dimensi informal TKK (khususnya 

membangun kepercayaa) menjadi rapuh 

karena tidak ada sanksi mengikat bagi aktor 

yang melanggar komitmen. Temuan ini 

selaras dengan model TKK Ansell & Gash 

(2008) yang menekankan pentingnya 

"kepemimpinan fasilitatif" dan desain 

kelembagaan yang jelas sebagai prasyarat 

kolaborasi efektif. Studi oleh Friess et al. 

(2016) tentang tantangan kebijakan 

konservasi mangrove di Asia Tenggara 

mengkonfirmasi bahwa fragmentasi 

institusional, konflik kepentingan, dan 

karakteristik ekosistem pesisir yang dinamis 

menghambat penegakan komprehensif 

regulasi konservasi. Penelitian terbaru 

tentang tata kelola berjenjang untuk Climate 

Compatible Development (CCD) di 

Indonesia menunjukkan bahwa meskipun 

kebijakan nasional mendukung pergeseran 

menuju CCD, implementasi di tingkat lokal 

terhambat oleh keterbatasan sumber daya, 

penegakan hukum yang tidak memadai, 

kurangnya pengetahuan lokal, dan tindak 

lanjut yang tidak konsisten. Konteks ini 

menjelaskan mengapa mediasi penuh 

terjadi: tanpa basis regulasi yang kuat, TKK 

tidak mampu menginternalisasi eksternalitas 

negatif industri secara efektif. 

Kegagalan mekanisme TKK di 

Bandar Bakau mencerminkan keterbatasan 

pendekatan manajemen pemerintahan 

terpusat yang masih dominan dalam konteks 

Indonesia. Vargas-del-Río & Brenner 

(2023) dalam studi tentang transisi 

mangrove di Meksiko menemukan bahwa 

manajemen terpusat tidak efektif karena 

keterbatasan sumber daya, penegakan 

hukum yang tidak memadai, kurangnya 

pengetahuan lokal, dan tidak adanya tindak 

lanjut konsisten. Dalam konteks Western 

Asia, penelitian terbaru menunjukkan bahwa 

meskipun beberapa negara seperti Iran dan 

Arab Saudi telah menginisiasi program 

reforestasi dan aforestasi, upaya tersebut 

seringkali bergantung pada tata kelola 

terpusat tanpa keterlibatan lokal yang 

berkelanjutan, yang dapat memengaruhi 

kesuksesan jangka panjang hasil restorasi. 

Temuan penelitian ini menegaskan perlunya 

pergeseran dari pendekatan regulasi top-

down menuju kerangka kerja manajemen 

bersama di mana tanggung jawab dan 

manfaat dibagi antara pemerintah, 

komunitas lokal, dan sektor swasta, dengan 
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partisipasi aktif masyarakat lokal sebagai 

prasyarat esensial untuk kesuksesan jangka 

panjang konservasi mangrove. 

Dimensi membangun kepercayaa 

dalam TKK menjadi elemen paling kritis yang 

terdampak oleh DNI, sebagaimana 

diindikasikan oleh data kualitatif yang 

menunjukkan ketidakpercayaan 

POKDARWIS terhadap komitmen jangka 

panjang industri. Studi terbaru tentang 

kepercayaan pemangku kepentingan 

menekankan bahwa kepercayaan dibangun 

melalui tiga elemen: transparansi komunikasi, 

konsistensi dalam menepati komitmen, dan 

kemampuan mengelola konflik secara 

konstruktif (Mural, 2023; PwC, 2023). Dalam 

konteks kolaborasi multi-pemangku 

kepentingan, penelitian menunjukkan bahwa 

membangun kepercayaan memerlukan lebih 

dari sekadar pertemuan formal, diperlukan 

tools meta-tata kelola langsung seperti 

manajemen proses, mediasi konflik, dan 

kepemimpinan fasilitatif yang mampu 

memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak 

yang berkonflik dan membantu 

mengidentifikasi kesamaan (Sørensen & 

Torfing, 2024). Data penelitian ini 

menunjukkan bahwa kegagalan membangun 

kepercayaan di Bandar Bakau disebabkan 

oleh: (1) asimetri kekuasaan antara industri 

dan komunitas konservasi; (2) ketiadaan 

mediator netral yang kredibel; dan (3) tidak 

adanya mekanisme penyelesaian keluhan 

yang jelas dan mengikat. Hal ini konsisten 

dengan temuan bahwa dalam konteks proyek 

energi dengan konflik pemangku kepentingan 

tinggi, pembentukan prosedur yang jelas 

untuk penyelesaian keluhan dan keterlibatan 

mediator netral menjadi esensial untuk 

mempertahankan kepercayaan pemangku 

kepentingan. 

Mekanisme mediasi penuh 

mengungkapkan masalah representasi 

substantif dalam forum TKK di Bandar 

Bakau, di mana inklusi POKDARWIS tidak 

otomatis mentransformasi kepentingan 

konservasi menjadi kebijakan mengikat 

karena dominasi kekuatan struktural industri 

(Ambrose & Siddiki, 2024). Dampak Negatif 

Industri (DNI) tidak hanya merusak fisik 

lingkungan, tetapi juga merusak 

keseimbangan kekuasaan deliberatif 

sehingga melumpuhkan kemampuan TKK 

(Lubell et al., 2020; McLaughlin et al., 

2022). Kegagalan ini mencerminkan 

tantangan tata kelola lintas batas di 

Indonesia, di mana fragmentasi kewenangan 

antara pemerintah pusat, provinsi, dan 

daerah menghambat koordinasi yurisdiksi 

dalam menyelaraskan prioritas antara 

kepentingan pelabuhan, industri CPO, dan 

konservasi mangrove. 

Persepsi POKDARWIS mengenai 

CSR yang bersifat "insidental" 

menunjukkan kegagalan fundamental 

kebijakan CSR sukarela di Indonesia yang 

masih berbasis charity daripada kemitraan 

strategis jangka panjang. Belajar dari praktik 

global di Panama, diperlukan reformulasi 

kebijakan CSR menjadi kemitraan wajib 

yang transparan dan terukur (IUCN, 2023). 

Implikasinya, paradigma manajemen 

strategis harus bergeser dari sekadar fokus 

pada hasil lingkungan menuju penguatan 

kapasitas institusional, pembelajaran 

adaptif, dan resolusi konflik (Bryson, 2018). 

Strategi mitigasi risiko utama kini harus 

diprioritaskan pada pembangunan kembali 

kepercayaan dan penguatan kelembagaan 

melalui instrumen meta-tata kelola yang 

efektif. 

  Berdasarkan temuan mediasi penuh 

dan analisis deskriptif-inferensial, penelitian 

ini mengidentifikasi tiga titik intervensi 

strategis untuk redesain mekanisme TKK 

sebagai strategi mitigasi risiko: Pertama, 

penguatan regulasi lokal yang mengikat 

melalui reformulasi kebijakan CSR dari 

sukarela menjadi kemitraan konservasi 

mandatori dengan kriteria investasi jangka 

panjang, mekanisme pengawasan dan 

penilaian transparan, dan sanksi tegas bagi 

pelanggaran komitmen. Hal ini sejalan 

dengan praktik terbaik global seperti di 

Ecuador, di mana perjanjian antara 

pemerintah dan pengguna leluhur untuk 

pemanfaatan berkelanjutan dan hak rawat 

ekosistem mangrove telah terbukti efektif 

dalam melindungi hutan mangrove sambil 

memberikan hak penggunaan tradisional 
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yang berkelanjutan (IUCN, 2023). Kedua, 

redesain wadah kolaborasi dengan 

membentuk forum dialog yang lebih 

independen, transparan, dan memiliki 

kapasitas mediasi konflik yang kredibel 

termasuk keterlibatan mediator netral dari 

akademisi atau lembaga independen. Studi 

tentang tata kelola kolaboratif menekankan 

bahwa forum yang efektif memerlukan desain 

kelembagaan yang jelas tentang bentuk, 

fungsi, dan komposisi arena kolaboratif, serta 

manajemen proses yang mampu memfasilitasi 

deliberasi dan mengelola konflik secara 

konstruktif (Sørensen & Torfing, 2024). 

Ketiga, investasi dalam program 

pembangunan kembali kepercayaan yang 

berfokus pada dialog tatap muka, transparansi 

informasi, dan pembangunan pemahaman 

bersama melalui program edukasi bersama 

tentang nilai ekologis-ekonomis ekosistem 

mangrove. Program Indonesia seperti Bio-

rights yang memberikan skema pinjaman 

kecil untuk mempromosikan konservasi dan 

restorasi mangrove melalui infrastruktur 

hijau-abu sambil menghasilkan mata 

pencaharian alternatif, dengan dukungan 

pemerintah melalui alokasi program dan/atau 

pendanaan kepada kelompok masyarakat, 

menunjukkan potensi peningkatan skala 

sebagai bagian dari insentif pemerintah yang 

ditetapkan (IUCN, 2023). Ketiga titik 

intervensi ini, jika diimplementasikan secara 

terintegrasi, dapat memulihkan integritas 

TKK dan meningkatkan ESK di kawasan 

konservasi dengan tekanan industri tinggi. 

 

SIMPULAN  

 Penelitian ini membuktikan bahwa 

Efektivitas Strategi Konservasi (ESK) 

Ekowisata Bandar Bakau sangat dipengaruhi 

oleh Kualitas Tata Kelola Kolaboratif (TKK) 

sebagai prediktor terkuat, melampaui 

pengaruh negatif langsung Dampak Negatif 

Industri (DNI). Temuan kritis kajian ini 

terletak pada mekanisme mediasi penuh, yang 

menegaskan bahwa DNI tidak merusak ESK 

melalui degradasi fisik lingkungan yang kasat 

mata, melainkan melalui perusakan sistematis 

terhadap arsitektur TKK, khususnya dimensi 

pembangunan kepercayaan, pemahaman 

bersama, dan komitmen terhadap proses. 

Secara teoretis, hasil ini berkontribusi 

dengan memperkaya literatur Manajemen 

Strategis dan Tata Kelola Kolaboratif, 

menunjukkan bahwa kegagalan strategis 

dalam konteks tekanan eksternal dan konflik 

kepentingan kronis bukanlah kegagalan 

formulasi strategi, melainkan kegagalan 

institusional dalam menjaga integritas 

wadah kolaborasi sebagai mekanisme 

implementasi yang fundamental. Secara 

praktis, keretakan TKK ini diperparah oleh 

kelemahan pada aspek ketersediaan regulasi 

lokal, yang memungkinkan aktor kuat untuk 

menarik diri sepihak tanpa sanksi efektif. 

Oleh karena itu, investasi besar-besaran di 

masa depan pada teknologi konservasi atau 

pengetatan regulasi fisik akan tetap gagal 

mencapai tujuan konservasi jika tidak 

disertai dengan prioritas strategis utama 

untuk membangun dan mempertahankan 

kapasitas institusional kolaborasi yang 

tangguh dan resilien terhadap konflik 

kepentingan. 

Pemerintah Kota Dumai harus 

mereformulasi paradigma kebijakan 

konservasi dari pendekatan  penegakan 

hukum lingkungan menuju penguatan 

kelembagaan berbasis pembangunan 

kepercayaan dan peningkatan kapasitas 

kolaboratif. Secara konkret, strategi ini 

melibatkan tiga pilar utama: Pertama, segera 

ubah kebijakan CSR dari sukarela menjadi 

kemitraan konservasi yang mengikat dengan 

investasi jangka panjang minimum 5 tahun 

dan sanksi tegas bagi pelanggar komitmen, 

mengadopsi skema best practice global. 

Kedua, membentuk Badan Koordinasi 

Konservasi Pesisir (BKKP) sebagai platform 

kelembagaan independen yang bertugas 

memfasilitasi dialog terstruktur, mediasi 

konflik netral, dan koordinasi implementasi 

CSR terintegrasi. Ketiga, alokasikan 

investasi prioritas pada program 

pembangunan kepercayaan melalui tiga 

strategi operasional: (1) Dialog intensif tatap 

muka dalam format  lokakarya kolaboratif 

untuk membangun pemahaman bersama; (2) 

Pengembangan sistem transparansi data 

digital real-time untuk akuntabilitas publik; 
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dan (3) Implementasi program pendidikan 

konservasi kolaboratif yang mengubah narasi 

konflik menjadi ko-produksi keberlanjutan. 
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